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KIiPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KABUPATEN BLORA
PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan

tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak

yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang
dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia
seutuhnya;

¢. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa, memiliki peran menjamin kelangsungan eksistens;
bangsa dan Negara pada masa depan;

d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, menta]
maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya
perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya

perlakuan tanpa diskriminasi;
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Mengingat :

I, Pas; n
118 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3835);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 );

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor
32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410 );

6. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik
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::;2:?:‘ ]LZ];:':;:);? Nomuf 58, Tambahan Lembaran Negiri

8. Undang-Und omor 4”7,7_() )
poi fZ‘Le:]bf::f"T\:\;mmr 1 I‘ﬂh‘un 2009 t'cnlunp, Kesejahterann
12 Tansbaben Leco egara Republik Indonesia Tahun 2009 Nun‘tm‘

2 Undang_Undm; yaran Ncg,u.ru Republik Indonesin Nomor 4967);

_ g Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 153, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 5332),

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (1 embar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
ublik Indonesia Nomor

1]

g Perlindungan

297, Tambahan Lembaran Negara Rep

5606);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah di rubah

dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14, Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang

pedoman pemban
teri Desa PDT

gunan desa;

15, Peraturan men I' nomor 05 tahun 2015 tentang

oritas penggunaan
16. Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlin
anak nomor 06 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan

perempuan d
Yaerah Provinsi

yelenggaraan perlindungan

dana desa tahun 2015;

penctapan pri
dungan

an perlindungan anak;
Jawa Tengah nomor 7 tahun 2013

17, Peraturan I
anak (Lembaran Dacrah

tentang pen
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Provinsi Jawa T
S a Tengah 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
nsi Jawa Tengah Nomor 53);

D
acrah Kabupaten Blora nomor 3 tahun 2017 tentang

Penylen ‘
ggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
dan

KEPALA DESA SIDOREJO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

I, Desaadalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang
yang berwenang untuk mengatur
setempat, berdasarkan asal-usul dan
dihormati dalam sistem Pemerintah

9 Pemerintah Desa adalah Kepa
penyelenggara pemerintahan Desa;

3. Pemerintahan Desa adalah
Pemerintah Desa dan B
mengurus kepentingan
istiadat setempat yang diakui dan

Kesatuan Republik Indonesia;

PENYELENGGARAAN

memiliki batas batas wilayah
dan mengurus kepentingan masyarakat
adat istiadat setempat yang diakui dan
an Negara Kesatuan Republik Indonesia.

la Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
adan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
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11.
12.

13.

14.

15.

Badan Permusyawargiq Desa

yang merupakan Perwujudan

desa sebagai ungyr penye

ang s i -
dy & selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
€m 1 ds
le okrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
"Nggara Pemerj
Peraturan Desg adalah emerintahan Desa;

Peraturan
bersama Kepala Desa; perundang-undangan yang dibuat oleh BPD

Peraturan Kepala D
€sa adal

oleh Kepala Desa .ah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
Oeas dan D Sa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan
o eraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

eputusan K ’
b p.f ; epala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang

ersifat m

enetapkan - dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun

Peraturan Kepala Desa;

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan;

Hak Anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik, mental
sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka komersial;
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan
kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak
dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap
ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya;

Kekerasan Anak adalah tindakan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan

secara fisik, mental, seksual, psikologis dan ekonomi yang merugikan dan

menghambat tumbuh kembang anak dilakukan oleh perseorangan atau lebih

termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak.
Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan

tentang segala scsuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas

kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati
G i

hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
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16. Gugus Tugas Desa Layak Anak adal -

masyarakat;;
. Forum A
v akil nak Desa adalah Wadah Partisipasi anak dimana anggotanya merupakan
perw ilan darj Kelompok anak, kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dan
dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara pendapat,
keinginan dan dan kebutuhan anak dalam Pembangunan di Desanya
18.

Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan
sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang
atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat

terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang
usaha kesejahteraan sosial,

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 1

Pemerintah Desa Sidorejo dan semua unsur masyarakat desa bekerja atas dasar prinsip

kesadaran, dan bersifat suka rela, tujuannya adalah untuk :

a. Menjaga dan melindungi anak dan fasilitas lingkungan, khususnya sarana tumbuh
kembang anak berikut sarana penunjangnya.

b. Belajar bersama dengan anak dalam menanamkan pengertian hidup aman, nyaman,
sehat, baik dan sejahtera, bersama dengan keluarga masing-masing anggota maupun
lingkungan sekitarnya.

¢. Mengembangkan sikap anak untuk hidup yang baik, bersosial, dan berpendidikan
diantara para anggota kelompok masyarakat.

Pasal 2
Prinsip Prinsip Perlindungan Anak meliputi ;
a) Non Diskriminasi dan Non Eksploitasi
b) Kepentingan yang terbaik untuk anak
¢) Hak untuk hidup . kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
d) Berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan
penghargaan terhadap anak
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Pasal 3
Perlindungan anak hcnujunn untuk meniams
hidup, tumbuh, bcrkcmhung‘ dan be d;"lﬂmm terpe
martabat kcmanusimm' Scrm - Partisipasi secars
demi terwujudnya angk yang be

nuhinya hak-hak anak agar dapat
y ‘ toptimal sesuai dengan harkat dan
n upfnl perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
rkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB I1]
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

kekerasan dan diskriminasj

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 6
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut Agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai

dengan tingkat kecerdasan dan usianya , dalam bimbingan orang tua

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh
orangtuanya sendiri;

(2) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang
anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atay diangkat
sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuaj dengan
kebutuhan fisik. mental, spiritual, dan sosial.
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y Pasal 9
(1) Setiap anak  berhy)

pengembangan pribadiny.l
[

mMemper,

oleh nend:a:

dan ¢ Pendidikan (qy pengajaran dalam rangka
bakatnya;

ingkat kecord,

kucurddsannya sesuai dengan minat dan
., . : ¢ & . '
(2) Selain hak anak sebagaimang dimak
) 8 ’ . st
berkebutuhan khusys Juga berhak mey, e l(li d
anak yang memilikj keunggulap Juga b ph rl(: o

Crhak me

alam ayat (1), khusus bagi anak yang
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi
ndapatkan pendidikan khusus;

Pasal 10
Setiap anak berhak mep
membsclkan  informagd pendapatnya, menerima, mencari, dan

dengan tingkat k i i
hanosn did X . gKat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

yatakan dap didengar

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan

a.nak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan
tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial,
dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d)
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidak adilan; dan f) perlakuan salah
lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

iasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan
g sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
pertimbangan terakhir.

Setiap anak berhak untuk d
dan/atau aturan hukum yan i
kepentingan terbaik bagi anak dan merup

Pasal 15

peroleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam

Netisp mmak bachek wahst mcmlam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan

kegiatan politik; b. pelibatan da
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sostal; - pelibatan dalgy, PeTistiy,
dalam peperangan, 4 yang meng

A Pasal 16
1y Setiap anak be

thak 1y
i €mper )
wuyll\mmu, atau pe peroleh

s rl ;
njatuhan hukuma, ypL l-ndungan dari sasaran  penganiayaan,

2) Setiap anak berhak
) | rhak untyk Memperoleh kebebasan sesuai d huk
engan hukum;

1) Penangkapan, Penahanan, atay

tindak ni ;
sesual dengan hukum yang berlak ndak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila

U dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
Pasal 17

(1) Setiap unu.k yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a mendapatkan perlakuan
secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari ora;né dewasa; b. memperoleh
bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapa;n upaya hukum
yang berlaku; dan ¢, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan

bantuan hukum dan bantuan lainnya.
Pasal 19

orangtua, wali, dan guru; b. mencintai
c. mencintai tanah air, bangsa, dan
amanya; dan b. melaksanakan

Setiap anak berkewajiban untuk : a. menghormaﬂ
masyarakat, dan menyayangi teman;

keluarga, '
. aikan ibadah sesuai dengan ajaran ag

negara; d. menun .
etika dan akhlak yang mulia.
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Pasal 20

N | -  Kelunrpy dan Oy
penyelenggaraan I erlindungay Anak

pemerintah Desa, Masyurak o

W bertanggung jawab terhadap

Bagian Kedua

Kewajiban 1
an l'an ' i
peung jawab Pemerintah 1esa

Pasal 21

Kewajiban Pemerintah Deg
% RH] i m ala >
dalam | enyelengparaan Perlindungan Anak meliputi ;

a. Menyusun Rencana Strategis Perlindungan anak di desa melalui Musyawarah
Rencana Pembangunan Desa ( Musrenbangdes)

b. Melakukan Pencegahan, pengurangan resiko dan menangani anak yang menjadi
korban tindak kekerasan , eksploitasi, Perlakuan salah, dan penelantaran anak,

¢. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani
terjadinya tindak kekerasan , cksploitasi , perlakuan salah , dan penelantaran anak

d. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Desa yang

terkait melakukan Pencegahan pengurangan resiko dan penanganan

Bagian Kedua
Peran dan Tanggungjawab Masyarakat
Pasal 22

Kewajiban dan wnggungjawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak

dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan

Perlindungan anak

Kewajiban T anggungjawab Keluarga dan Orang Tua
pasal 23

tua berkewajiban dan bertang
mendidik dan melindungi anak
gan kemampuan , bakat dan

gungjawab untuk ;
(1) Keluarga dan Orang
_ Mengasuh , meme¢

b. Menumbuhkemba®

lihara ,
gkan anak sesuai den

minatnya | | |
i rkawi usia anak
Mencegab terjadinyd perkawinan
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Manakan kewajiban dan tanggungiawabm a.
sehagaimana dimaksud pada avat (1) dapat

Yang  dilaksanak )
perundany undangan AN sesum detentuan | peraturan
BAB YV
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGH ANAK DAN
KELUARGA
Pasal 24

(1) Penvelenggaraan Kescjahteraan Sosial bagi anak dan Keluarga merupakan
system  pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk  kekerasan,
eksploitasi, dan Perlakuan salah terhadap anak, penelantaran, pengabaian dalam
semua situasi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam
situasi darurat .

(2) Penvelenggaraan kescjahteraan social bagi anak dan keluarga scbagaimana yang
dimaksud dalam avat (1) meliputi layanan primer, layanan sekunder dan layanan
tersier

Pasal 25

_ Sidorei ,’mﬂgjibmdmhem'ngg\mgilwabnupmyem
Penx-n' ntah D&‘S{ w-ﬁ“kﬂ!‘@lmmmwmww
Hj ) .mmwmmmm
kehid Ml I,d}mmdmpnhukmmmuﬁdm
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Konseling bagi
. ¢ bagi anak da
» g1 anak dan Keluarga
Mengembangkan resolusi konflik bagi
Menyelenggarak | ik bagi orang tua dan anak
: an pelayanat
ayanan Khusus bagi .

RRT sus hagt onng fenpan
disabilitas 8 g tua dan anak deng
Membangu

gun peer group / Kelompok sebaya orang tua
Mengasah ke . '
& emampuan komunitas anak sebagai pendidik sebaya

Merujuk anak ds
juk anak dan orang tua ke lembaga layanan yang relevan

Bagian ke empat
Layanan Tertier

Pasal 28
pakan langkah penanganan kasus anak yang
perlakuan salah,

(1) Layanan tersier meru
cksploitasi,
chidupan anak

kekerasan,
dalam semud situasi K
ngan hukum dan anak dalam

telah nlengaIM|
pcnelmltamn/ pcn&.abaian
anak yang berhadapan de

yang , dilakukan oleh pcmermtnh Jdesa dan masyarakat
ang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidorejo

dlmaksud pada ayat

termasuk
situasi darurat )
2 Layanan tersier ¥
sebagaimana ¥ ang (l)mehpuu :

a) Pe neatatan dan jdenti
hukum, kedammm"

p) Layanan medis.
bambllan keput

¢) Asesment lanjutan » PE"
pabilitasal PsﬂdS

usan dan managemen kasus

d) Layanaf Re

an di luar rumah
vanan ngasuh
s g tua dan anak Y& mengalami masalah

Q) i 0
d . CVﬂluaSi dan Pelaponm
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BAB v]
Baglan Penan\a
() Kepala Desa’ Kelurah Pasal 29

an melakukan y
penyelenggaraan perlindungan ana pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

() Untuk pelaksanaan pembinaan
dan koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada

avat (1) Kepala De
\ sS4 membentuk lembaga yang melakukan penyelenggaraan

perlindungan anak yang beran .
ggotakan unsur terkait atau menunjuk lembaga serupa
vang sudah ada

KELEMBAGAAN LAYANAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK
Bagian Kedua
Pasal 30
aran Layanan Perlindungan anak di Desa dilakukan oleh Lembaga

(1) Penyelengg
Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM)

(2) PATBM di jalankan olch berbagai unsur di masyarakat, bekerja untuk upaya
upaya PENCEG AHAN. RESPON dan PENANGANAN Kasus kasus kekerasan

terhadap anak dan masalah masalah anak;
(3) Dalam rangka meningkatkan efektifitas Per
ga khusus tentang Perl

R mk lemba N
daoe.ind 5ot pentuknya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
T )

lindungan Anak, dengan Peraturan

indungan anak berbasis masyarakat

yang independen: Te
Masyarakat) . o
. ) BM terdifi dari : Ketud. Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi
S P masyarakat seperti PKK, Posyandu,

yang diambil dari endidikan, Keagamaan dan

: P
maja. tokoh masyarakal, Lembaga

Perkumpulan Re
LSM.
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(5) Ketentuan tentan .
N B keangpotang dan kepengurusan: divraikan dalam Peraturan
Rumah Tangpa Kelompok

(6) Keanggotaan PATIM

sebagaimang dimaksud dibentuk dan disahkan melalui
surat  Keputusan

Kepala Des seteluh mendapat  pertimbangan  Badan
Permusyawar Yer A
y atan Desn, untuk masa bakti 5 ( lima ) tahun, dan dapat di pilih
kembali un " " . )
tuk 1 (satu) Kuli musa bakti, 4, Ketentuan lebih lanjut mengenal

kelengkapan lemby, - , i
BRay 'lUnl)«lp.u.Imkunmmckcljm.dun pembiayaan di atur dengan Peraturan

Kepala Desa,

(7) Seksi-seksi PATBM dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan program Desa
Layak Anak terdiri dari :

1. Seksi Konseling terdiri dari
a. Karmilasari,S.Pd
b. Nor Kamalah
2. Seksi Pendampingan
a. Fitria Nurbayti,S.Pdi
b. Mohammad Qomarudin
3. Seksi Kampanye Pencegahan Kekerasan anak Anak
a. Ninik Fidyawati
b. Putri Agustina
PENDANAAN
Pasal 31

I. Semua biaya yang timbul scbagai akibat dari ditetapkannya Peraturan Desa
tentang Perlindungan Anak ini dibebankan pada APBDesa.
2. Usaha sendiri yang diperoleh secara sah.

3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEGIATAN
Pasal 32
4. Memprioritaskan program kerja pada tindakan PENCEGAHAN

b. Mempromosikan hak anak dan perlindungan anak bekerjasama dengan

kelembagaan atau desa yang lain
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Mtk imentasibian ey proses yany dilakukan (Kegiatan Promosi; Penanganan

Kissius dan imencatat ygs,. yang dilaporcan; Perkembangan Kasus, Pertemuan.dll)

. Memiliki Sekretariat yang disedizkan oloh Pomsestiatsl Deaa

e, Memiliki Dokumen Yerja

f. Mengedepankan  upay, musyawarzh dzn mufzkzt (Rembug Desz) dalam
menyelesaikan mnasalzh demi kepentingan terbaik anak

g Memberdayakan Yapasivz masyarakal agar mampu menyelesaikan berbagai
persyalan ansk yang ada di masyarais secars mandini,

h.  Menceyah kelerssan vernadap anzk dan menanggapi kekerasan terhadap anak.

i.  Meningkatkan kemazmpuzn anzk untuk melindungi hak — haknya termasuk
melindungi dirinya sendiri.

J.  Penguatan ketrampilan polz asuh znzk dan penguatan ketrampilan hidup serta
sasaran bagi Masyarakzt yaitu membangun dan memperkuat norma yang ada di
masyarakzt.

k. Kegiatan kegiatan lzinnya yang dibutuhkan dan disesuaikan kondisi masyarakat

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Hal-nal yang belum diatur dalam Peraturan Des2 ini sepanjang mengenai
pelaksanaannva diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 34
Persturan  Desz ini sewazkiu-wzicu  dapat diadakan perbaikan sepanjang
Py angionienentingan Lmum dan 120pa MEngurangi substansinya.

Pasal 35
Perazuran Desa ini beriaku mulai tanggal ditetapkan.
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Di tandatangani dj Sidorejo

Pada tanggal 06 Februari 2023

Ketua Sekretaris
oS —
(  WILLY TITA ISRIANTLS.E ) (JUNAIDI AHMAD,SPd 1)
Mengetahui,
Kepala Desa/ Kelurahan

( AGUNGﬁE SUSANTO,S.T )
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